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ABSTRACT

This article discusses the Legal Protection Against Children As Victims Kekeran ducted by Parents Alone (Study In The Denpasar District Court Jurisdiction) Regarding violence against children violence is physical, sexual, emotional maltreatment, or neglect of children. This raises the question how such criminal liability to parents who use violence against their own children and legal protection of children as victims of violence perpetrated by their own biological parents. By using empirical research methods, a method of writing laws based on the theories of law, literature-literature-law and regulations that (written and unwritten. When that violence and threats are the parents then the criminal will be increased by 1/3 (one third ) of the sentence imposed.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekeran Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Sendiri ( Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar) Mengenai kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan diantaranya bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak kandung sendiri dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian emperis, suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literature-literatur dan peraturan-perundang yang (tertulis dan tidak tertulis. Apabila yang melakukan kekerasan dan ancaman adalah orang tuanya maka pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kehidupan manusia terus tumbuh dan berkembang, semenjak manusia itu lahir dan masih dalam kandungan manusia telah dapat mendapatkan perlindungan dari janin olah hukum. Manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap orang mempunyai hak untuk hidup sebagaimana teleh tertuang dalam Undang-undang 1945 Pasal 28 A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Di dalam UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah perlindungan yang berikan kepada anak dalam situasi darurat sekaligus, sebagai mana telah dirubah dengan UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri
. 
1.2 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri.
2. Untuk mengetahui upaya hukum tindak pidana dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan orangg tuanya sendiri.
II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan
Jenis penelitian yang dapat di gunakan  dalam hal ini adalah penelitian metode empiris, suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak tertulis.
2.2
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Kandungnya Sendiri 
Dilihat dari UU No 23 Tahun 2002 sebagai mana sudah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam. Dalam Pasal 80 yang berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhdap Anak dari Pasal 76C. Pada ayat (1)setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76C, dipidana dengn pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp  72.000.000,00 (tujuh ouluh dua juta rupiah). Pada ayat (2) Apabila anak tersebut luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) ttahun dan atau denda paling banyak banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada ayat (3) apabila sampai menyebabkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pada ayat (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya sendiri.
2.3 
Perlindungan Hukun Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Yang dilakukan Oleh Orang Tuanya 
Perlindugan terhadap anak adalah tempat berlindung atau melindungi jika dikaitkan dengan hukum, maka perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah kepada warganegaranya dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, perannya didalam penyelenggaraannya berjalan proses hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan Perlindungan adalah : Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Menurut Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam hukum dikatagorikan sebagai lek specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Perlindungan hukum terhadap anak usaha atau kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadarai bertul pentingnya anak bagi bangsa dan negar dikemudian hari
. Dilihat dari Perlidungan hukum terhadap anak adalah untuk mencapai agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya di hadapan hukum demi pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan hukum bagai anak-anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, yaitu :sosial,budaya dan ekonomi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 sudah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlinduungan anak menyebutkan perlindungan hukum terhadap anak adalah “Segala kegiata untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengn hak-hak dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungn anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak dan kewajiban seorang anak yang  memproleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

III. KESIMPULAN

1. Tanggungjawab Pidana terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri terhadap anak sesuai UU No.23 Tahun 2002 sebagai mana sudah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, tercamtum dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan 4 yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhdap Anak dari Pasal 76C. Pada ayat (1) setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan. Apabila yang melakukan kekerasan dan ancaman adalah orang tuanya maka pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak iyalah tempat berlindung atau melindungi jika dikaitkan dengan hukum, maka perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah kepada warganegaranya dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, perannya didalam penyelenggaraannya berjalan proses hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau Negara. Perlindungan bagi setiap anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya dimama peraturan undang-undang yang berlaku. Terhadap anak yang sebagai korban kekerasn dapat didampingi atau dilindungi oleh yaitu: Petugas sosial (peksah), P2TP2A , PK pembimbing kemasyarakatan (bapas).
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